
BUPATI KATINGAN 
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH 
PERATURAN BUPATI KATINGAN 

NOMOR 55 TAHUN 2018

TENTANG

PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA 
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KATINGAN,

Menimbang: bahwa memenuhi ketentuan Pasal 8 Peraturan Daerah 
Tahun 2018 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan 
Beianja Daerah Tahun Anggaran 2018, perlu ditetapkan 
Peraturan Bupati Katingan tentang Penjabaran Perubahan 
Anggaran Pendapatan dan Beianja Daerah Tahun Anggaran 
2018 sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD Tahun 
Anggaran 2018;

Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang 
Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, 
Kabupaten Sukamara, Kabuapten Lamandau, Kabupaten 
Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten 
Murung Raya dan Kabupaten Barito Utara Timur Provinsi 
Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2002 Nomor 18 Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4180 );

2. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi 
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan 
Lembaran Nomor 4250);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
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5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksanaan Pengelolaan dan Tanggungjawab
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4400);

6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak 
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

9. Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang
Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 155, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5074);

10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5234);

11. Undang -  Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintah Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah 
diubah dengan Undang-Undang nomor 9 Tahun 2015 
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 
23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah 
(Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5679);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang 
Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaran 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4090);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang 
Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4138);
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14. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang 
Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4139);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang 
Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan 
Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah 
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 
2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah 
Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan 
Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan 
Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2005 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4540);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 Tentang Perubahan 
Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun Tahun 2005 
tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 171 Tahun 
2012 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5340);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang 
Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran .Negara 
Republik Indonesia Nomor 5219);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang 
Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4575);

19. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang 
Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) 
Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah 
Nomor 65 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas 
Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang 
Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);

20. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 Tentang 
Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2012 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5272);
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21. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

22. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang 
Pedoman Penyusunan dan penerapan Standar Pelayanan 
Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4585);

23. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang 
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 
25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4614);

24. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang 
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaga Negara 
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

25. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang 
Peraturan Pelaksanaan Undang -  Undang Nomor 6 Tahun 
2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5539) Sebagaimana telah 
diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia 
Nomor 47 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas 
Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang 
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 
2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5717) ;

26. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak 
Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);

27. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 
2016 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Beianja 
Negara Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Negara Tahun 
2016 Nomor 253);

28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, yang 
telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri 
Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan 
Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang 
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, serta diubah 
untuk kedua kalinya dengan Peraturan Menteri Dalam 
Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Perubahan Kedua
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Atas Peraturan Menten Dalam Negeri Nomor 13 Taliun 
2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 
310);

29. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal, 
dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 
2016 tentang Penetapa Prioritas Penggunaan Dana Desa 
Tahun 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2016 Nomor 1883) Sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah 
Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 
Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri 
Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi 
Nomor 22 Tahun 2016 Tentang Penetapan Prioritas 
Penggunaan Dana Desa Tahun 2017 (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 552);

30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016 
tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan 
Beianja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 874) Sebagaimana 
telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri 
Nomor 109 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia 
Nomor 31 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan 
Anggaran Pendapatan dan Beianja Daerah Tahun 
Anggaran 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2017 Nomor 125);

31. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 
37/PMK.07/2016 tentang Peta Kapasitas Fiskal Daerah 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 
400);

32. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 
112/PMK.07/2017 tentang Perubahan Atas Peraturan 
Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang 
Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1320);

33. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 132/PMK.07/Tahun 
2016 tentang Batas Maksimal Kumulatif Pinjaman 
Daerah Tahun Anggaran 2017 (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2016 Nomor 1320);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KATINGAN

dan
BUPATI KATINGAN
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MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI KATINGAN TENTANG PENJABARAN 
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA 
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2018.

BAB I
KETENTUAN UMUM 

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:
1. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan 

oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut azas otonomi dan tugas 
pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan 
prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud 
dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur 
penyelenggara Pemerintahan Daerah;

3. Bupati adalah Bupati Katingan;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD 

adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara 
Pemerintahan Daerah;

5. Anggaran Pendapatan dan Beianja Daerah yang selanjutnya disebut 
APBD adalah suatu Rancangan Keuangan Daerah yang ditetapkan 
berdasarkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan 
Beianja Daerah Kabupaten Katingan;

BAB II 
APBD

Pasal 2

Perubahan Anggaran Pendapatan dan 
2018 sebagai berikut:

Beianja Daerah Tahun Anggaran

1. Pendapatan
a. Pendapatan Asli Daerah Rp. 64.044.819.138,05
b. Dana Perimbangan Rp. 978.751.782.000,00
c. Lain-lain Pendapatan Rp. 204.046.356.000,00
d. Jumlah Pendapatan Rp. 1.246.842.957.138,05

2. Beianja
Beianja Tidak Langsung 
1) Beianja Pegawai Rp. 424.218.174.412,61
2) Beianja Bunga Rp. 0,00
3) Beianja Subsidi Rp. 1.332.222.142,00
4) Beianja Hibah Rp. 43.512.758.513,00
5) Beianja Bantuan Sosial Rp. 6.282.000.000,00
6) Beianja Bagi Hasil Rp. 2.722.406.858,00
7) Beianja Bantuan Keuangan Rp. 201.814.514.500,00
8) Beianja Tidak Terduga Rp. 100.000.000,00

Rp. 679.982.076.425,61
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Beianja Langsung 
1. Beianja Pegawai Rp. 51.909.427.766,00' 

Rp. 232.329.562.598,40 
Rp. 364.541.342.671,03 
Rp. 648.780.333.035,43 
Rp. 1.328.762.409.461,04 
"Rp. (81.919.452.322,99)

2. Beianja Barang dan Jasa
3. Beianja Modal

J umiah Beianja 
Surplus/(Defisi

3. Pembiayaan
a. Penerimaan
b. Pengeluaran 
Jumlah Pembiayaan Neto

Rp. 88.669.452.322,99 
Rp. 6.750.000.000,00
Rp. 81.919.452.322,99

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran tahun berkenaan Rp. 0,00

Pasal 3

Ringkasan Penjaharan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 
tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

Penjaharan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dirinci lebih lanjut 
dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Lampiran sebagaimana tersebut dalam Pasal 3 dan Pasal 4 merupakan 
bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati Katingan

Pasal 6

Pelaksanaan penjaharan APBD yang ditetapkan dalam peraturan ini 
dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran satuan 
kerja perangkat daerah dan dokumen pelaksanaan anggaran pejabat 
pengelola keuangan daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
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BAB III
KETENTUAN PENUTUP 

Pasal7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 
Peraturan Bupati Katingan ini dengan penempatannya dalam Berita 
Daerah Kabupaten Katingan.

Ditetapkan di Kasongan

BERITA DAERAH KABUPATEN KATINGAN TAHUN 2018 NOMOR 451
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